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ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM KASUS TINDAK PIDANA ANAK

(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

AL AMIN TRY SHANDY

Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan
anak sebagai pelaku merupakan pendekatan alternatif yang mengedepankan
pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini
bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, menghindari dampak negatif
dari proses peradilan pidana formal, serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip Restorative Justice
diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta menilai
efektivitas dan tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah
studi normatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, menggunakan data
primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a). Dasar
Hukum penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana anak adalah
bahwa indonesia memiliki beberapa peraturan yang mendukung pendekatan ini
sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. Penerapan Restorative Justice
didasarkan pada prinsip pemulihan, bukan hanya hukuman, dengan tujuan
memberikan efek rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan; (b).
Penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana anak, telah
mempertimbangkan Restorative Justice dalam menangani anak yang perhadapan
dengan hukum, Hakim terbukti dari putusan hakim anak PN. Cibinong, berupa
tindakkan pengembalian anak kepada orangtua

Kata kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana,
Pemulihan.



ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE
IN CASES OF CHILD CRIMINAL OFFENCES
(STUDY OF DECISION NUMBER 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)

AL AMIN TRY SHANDY

The application of Restorative Justice in handling criminal acts involving children
as perpetrators is an alternative approach that prioritizes the restoration of
relations between perpetrators, victims, and the community. This approach aims to
resolve conflicts peacefully, avoid the negative impacts of the formal criminal
justice process, and ensure the best interests of children. This study aims to examine
how the principle of Restorative Justice is applied in the juvenile criminal justice
system in Indonesia, and to assess the effectiveness and challenges in its
implementation. The method used is a normative study with a juridical and
sociological approach, using primary, secondary and tertiary data. The results of
the study show that: (a). The legal basis for the application of Restorative Justice
in cases of juvenile crimes is that Indonesia has several regulations that support
this approach as an alternative to resolving juvenile cases. The application of
Restorative Justice is based on the principle of restoration, not just punishment,
with the aim of providing a rehabilitative effect for children in conflict with the law
and; (b). The application of Restorative Justice in cases of child criminal acts, has
considered Restorative Justice in dealing with children in conflict with the law,
Judges are proven by the decision of the child judge at the Cibinong District Court,
in the form of returning children to their parents.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Crime, Criminal Justice System,
Recovery.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restoratif justice merupakan proses penyelesaian tindak pelanggaran
hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka)
bersama-sama duduk dalam pertemuan tersebut mediator memberikan
kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-
jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya pada mediator ini
pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-
sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku.! Korban
mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku
praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau
hasil dari penelitian dan
perjalanan panjang dari contoh atau pilot project yang diambil sebagai cara
alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan. Bentuk
praktik Restorative Justice telah berkembang di berbagai negara dan dapat
dikelompokan menjadi empat jenis praktik yaitu, Victim Offender
Mediation, Conferencing/family Group Conferencing, circle dan
Restorative Board/Youth Panel.?

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam

IKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

2Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



Menyelesaikan kasus kejahatan vyaitu dengan memberikan
keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan penyelesaian yang
penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian
yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Program Restorative Justice
yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak negara adalah aplikasi
Restoratif Justice dalam bentuk Victim Offender Mediation. Restorative
Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan
yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak, yaitu bahwa “ penangkapan, penahanan atau tindak
pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang
berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Salah satunya adalah melalui peradilan anak, yang bertujuan
memberi efek jera untuk anak hal tersebut tidak dilakukan kembali. Namun
perlu dingat untuk menjaga mental anak yang bermasalah dengan hukum
pada masa tumbuh kembangnya. Seperti memberikan perlindungan serta
memperhatikan hak-hak pada anak. Sistem hukum terhadap anak-anak di
Indonesia dilakukan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem
ini memberikan prioritas pada perlindungan serta rehabilitasi pelaku anak,
mengingat bahwa mereka memiliki keterbatasan yang signifikan jika

dibanding dengan orang dewasa pada umumnya.®

3Muladi, Restorative Justice dalam tindak pidana anak,Seminar IKAH,Jakarta 25 april2012



Anak membutuhkan adanya perlindungan baik dari pihak negara
maupun masyarakat pada waktu yang akan datang yang masih cukup
panjang menghantarkan anak menjadi generasi penerus yang berguna bagi
nusa dan bangsa. Sistem hukum yang mengatur peradilan anak dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang seterusnya dalam penelitian
ini akan disingkat menjadi UU SPPA mengatur mengenai.*

Restorative Justice dalam menghadapi perkara pidana yang
melibatkan anak dengan menggunakan prinsip diversi. Diharapkan melalui
undang-undang ini dapat memberi perlindungan kepada anak-anak dan
memberikan solusi terbaik khususnya bagi pelaku tindak pidana anak
Pengertian anak yang terlibat dengan masalah hukum sebagaimana
dijelaskan UU SPPA adalah anak korban dari tindak pidana, yang memiliki
keterkait dengan hukum, maupun yang berperan sebagai saksi dari suatu
tindak pidana. Sebegaimana telah penulis singgung dalam pembahasan,
dalam hal persidangan peradilan anak mahkamah agung RI telah
mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengingat pasal 15
UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk mengisi kekosongan hukum acara
mengenai pelaksanaan diversi, tata cara, koordinasi pelaksanaan diversi.
Dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan :

“hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7

“Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, Kinaria Afriani, “ Restorative Justice
Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia,” Lex Librum Jurnal IImu
Hukum, 9.1 (2022).



(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana 7
(tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif,
kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.®

Menurut peneliti pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memberikan
kesempatan seluas-luasnya untuk dilakukannya diversi tanpa memberikan
pengecualian terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan sepanjang
ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun.

Jika kita melihat pada ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU
Nomor 23 Tahun 2002 paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan ancaman
pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP selama-lamanya 9 (sembilan) tahun,
dihubungkan dengan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan
bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling
lama % (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan
terhadap orang dewasa maka ancaman pidana terhadap anak yang berhadapan
hukum adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan untuk pasal 81 ayat (1) UU
Nomor 23 Tahun 2002 dan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan untuk pasal
287 ayat (1) KUHP.

Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dihubungkan dengan pasal 79
UU Nomor 11 Tahun 2012, menurut penulis seharusnya bisa dilakukan

diversi namun tidak ada satu pun pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012

menyebutkan kapan mulai diterapkannya pasal 79 tersebut, apakah pada

“Intitute for Criminal justice Reform, “Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan
UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)” Microsoft Word - 191120
Anak dalam Ancaman Penjara_ SPPA_ Final.docx (icjr.or.id) hal.12



saat dimulai penyidikan atau penuntutan? atau pada saat penjatuhan
pidana?. Jika pasal 79 tersebut mulai diterapkan ketika penyidikan dilakukan
maka akan ada kesempatan untuk dilakukannya diversi di Pengadilan terbuka
lebar karena ancaman pasal 287 ayat (1) KUHP menjadi dibawah 7 (tujuh)
tahun dan jika pasal tersebut diterapkan di Pengadilan maka Hakim Anak
membuat suatu terobosan hukum dan untuk hal itu diperlukan suatu
keberanian yang bisa dipertanggungjawabkan.®
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan
kan membahasnya yang di tuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul
“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK
PIDANA ANAK ( STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus-
Anak/2024/PN.Cbi )”

B. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan permasalahan

pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar Hukum penerapan Restorative Justice dalam
kasus tindak pidana anak ?
2. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana

anak (Studi putusan No 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cbi) ?

®peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. tentang pedoman
pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak



C.

C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dengan
fokus yang diberikan berupa penerapan Restorative Justice dalam kasus
tindak pidana anak

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana anak
b. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang dapat
digunakan untuk penerapan Restorative Justice dalam kasus
tindak pidana anak
2. Manfaat
a. Manfaat Teoritis
Hasil Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan
sebagai suatu ide baru bagi pemerintah daerah Cibinong dalam
memperhatikan mekanisme proses tindak pidana anak
b. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
pemikiran dan pertimbangan, serta sumbangan pemikiran bagi
masyarakat umumnya dan bisa membantu serta mengamati proses

tindak pidana anak



E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini,
diperlukan beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah
terkait :

Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan berarti perihal
suatu proses, cara atau perbuatan menerapkan atau mempraktikkan. Selain
itu, definisi penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain,
penerapan adalah hal, cara atau hasil. Lalu menurut Lukman Ali, penerapan
adalah upaya mempraktikkan atau memasangkan. Dari penjelasan beberapa
pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan
merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun
kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.’
Restorative Justice

Restorative Justice atau keadilan restoratif ~ adalah proses
penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan
pidana. Dalam proses ini, korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena
dampak akan berdialog secara terbuka dan responsif untuk mencapai
rekonsiliasi dan pemulihan. Namun, Restorative Justice tidak bisa
diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara,

korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup,



’Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam penerapan
restorative justice.® penulis senada dengan pendapat Sukardi bahwa
restorative justice bisa diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana,
karena ketika membahas restorative justice bukan persoalan mencari
hukuman apa yang setimpal, tetapi persoalan mencari solusi tentang
bagaimana memulihkan dan memberikan rasa keadilan.®
3. Tindak pidana
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum
atau Delicta yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan
istilah Law, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan
istilah Strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan
feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat
atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan
perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.°
4. Anak
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan menurut pasal 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012

8Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi



Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
®Penulis Buku, Sukardi,
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2002,

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

tindak pidana

F. F. Review Studi Terdahulu yang Relevan
Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian
ini, olehkarena itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari
hasil terdahulu :
Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya
Nama
No Peneliti Judul dan Tahun Hasil Penelitian
1. | Triono Analisis penerapan Restorative  [Membahas terkait dengan
Ichsan Putro, . penerapan Restorative Justice
2022 Justice terhadap penanganan terhadap anak sebagai pelaku
anak kasus tindak pidana tindak pidana anak pencurian,
encurian vana dilakukan oleh meneliti diwilayah Kejaksaan
P yang Negeri Malang dengan metode
anak (Studi kasus Kejaksaan penelitian bersifat yuridis
Negeri Malang) empiris
2. | Lisa Analisis penerapan prinsip Penelitian meneliti mengenai
yusnita, Restorative Justice dalam eroistensi kependudukan
2022 Restorative Justice dalam
menyelesaikan perkara tindak ~ |Péradilan di indonesia dan
_ dampak penerapan prinsip
lalu lintas Restorative Justice dalam
menyelesaikan perkara tindak
pidana lalu lintas

Penulis memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana Penerapan Restorative
Justice dalam kasus tindak pidana

"Triono Ichan Putro,Analisis penerapan Restorative Justice terhadap penanganan anak
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kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi kasus Kejaksaan Negeri Malang),

2022

12| jsa Yusnita Analisis penerapan prinsip Restorative Justice dalam menyelesaikan

perkara tindaklalu lintas, 2022

G.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif.
Penelitian ini melakukan pendekatan perundang-undangan dengan
menggunakan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,
ketentuan peraturan perundang lain yang relevan dengan data yang
mendukung penelitian ini dan studi dokumentasi putusan pengadilan negeri
Cibinong(16/Pid,Sus-Anak/2024/PN.Cbi),untuk menggambarkan
Penerapan Restorative Justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak
pidana melalui diversi, teknik pengumpulan serta analisis data
menggunakan data primer yang meliputi jurnal dan hasil penelitian yang
relevan, dan data sekunder yang meliputi buku maupun sumber referensi
lainnya.
2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan
hukum tersier
A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah sumber hukum yang mengatur
suatu bidang atau topik tertentu, seperti undang-undang, peraturan,

pemerintah, atau putusan pengadilan dalam konteks penerapan
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Restorative Justice dalam kasus tindak pidana anak , bahan hukum
primer meliputi peraturan-undangan dan dokumen hukum yang secara
langsung mengatur atau terkaitan dengan proses Restorative Justice
dan sistem peradilan anak
a. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak
b. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
B. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,
buku, karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum.
C. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih
dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan. Metode ini memanfaatkan sumber-sumber yang telah
ada, yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literatur, hasil
penelitian, Perundang-Undangan, Buku, Karya IImiah serta dokumen-
dokumen yang terkait dalam penelitian ini. Serta Putusan Pengadilan

Negeri Cibinong No 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi
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4. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bertujuan untuk memahami suatu kejadian yang telah dialami oleh

partisipan seperti perilaku, tindakan dan lain-lain

H. Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian,

dan sistematika penulisan.
BAB Il Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas mengenai: Pengertian
Restorative Justice, Tindak Pidana dan Anak
BAB Il Pembahasan
Pada bab ini membahas mengenai dasar hukum penerapan
Restorative Justice dalam kasus tindak pidana anak dan penerapan

Restorative Justice dalam kasus tindak pidana anak ( Studi Putusan

No 16/Pid.Sus-anak/2024/PN.Cbi)
BAB IV Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran
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